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Abstrak: Kerja sama dalam ekonomi internasional sering kali menghadirkan
dilema antara kedaulatan nasional dan integrasi ekonomi global. Jurnal ini
bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan dalam pembentukan
perjanjian ekonomi antarnegara. Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, studi ini mengungkapkan bahwa proses perumusan perjanjian
dipengaruhi oleh prinsip pacta sunt servanda serta posisi tawar masing-masing
negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak negara berkembang
menghadapi berbagai risiko hukum akibat perumusan klausul yang tidak jelas.
Dapat disimpulkan bahwa perjanjian ekonomi internasional yang adil tidak
hanya memerlukan prosedur hukum formal, tetapi juga keseimbangan
kepentingan untuk menjamin manfaat bersama dan kepastian hukum.

Kata kunci: Hukum Internasional; Perjanjian Ekonomi; Kerja Sama Antarnegara.

Abstract: Cooperation in the international economy often presents a dilemma
be tween national sovereignty and global e conomic inte gration. This jou rnal aims to

analyze the legal aspects and challe nges in the formation of inte r-cou ntry e conomic
agreements. Using a le gal-normative research me thod, this stu dy reveals that the agre e ment formu lation processs is influ enced
by the pacta sunt servanda principle and the bargaining position of each country. The results of the study also show that many
developing countries face various le gal risks due to the drafting of unclear clauses. It can be conclu ded that fair inte rnational
e conomic agre e me nts requ ire not only formal le gal procedures, but also a balance of interests to ensure mu tual benefits and
le gal certainty.

Keywords: Hu ku m Inte rnasional; Perjanjian E konomi; Kerja sama antarne gara

Pendahuluan

Perkembangan hubungan internasional ini menunjukkan bahwa dimensi ekonomi
telah menjadi salah satu faktor utama dalam interaksi antarnegara. Intensitas kerja sama
ekonomi meningkat seiring dengan kebutuhan negara untuk memperluas pasar, menarik
investasi, serta memperkuat daya saing nasional. Dalam konteks tersebut, perjanjian kerja
sama ekonomi internasional menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mengatur
hubungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kepentingan strategis masing-masing
negara. Namun demikian, pembentukan perjanjian tersebut tidak dapat dilepaskan dari
persoalan mendasar mengenai kedaulatan negara. Dalam perspektif hukum internasional
klasik, negara merupakan entitas yang berdaulat penuh atas kebijakan domestiknya. Akan
tetapi, dalam praktiknya, keterikatan terhadap perjanjian internasional sering kali
membatasi ruang gerak negara dalam menentukan kebijakan ekonomi. Hal ini
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menimbulkan ketegangan antara prinsip kedaulatan dan tuntutan integrasi ekonomi
global.

(Sefriani, 2011) Hukum internasional bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan
panglima dalam menjaga stabilitas interaksi ekonomi agar tidak terjebak dalam hukum
rimba kekuatan modal. Globalisasi ekonomi telah mendorong terbentuknya sistem
ekonomi internasional yang semakin terintegrasi. Arus barang, jasa, dan modal bergerak
melampaui batas negara dengan tingkat intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam kerangka ini, teori interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye
menjelaskan bahwa negara-negara tidak lagi berdiri secara independen, melainkan saling
bergantung satu sama lain dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi. Di sisi lain,
pendekatan neoliberal institutionalism menekankan pentingnya institusi internasional dalam
mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi kerja sama antarnegara. Perjanjian ekonomi
internasional, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan stabilitas dan
kepastian dalam hubungan ekonomi global. Namun, sejumlah pemikir dalam tradisi critical
political economy berpendapat bahwa globalisasi tidak selalu menghasilkan distribusi
manfaat yang seimbang. Negara maju cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam
menentukan aturan, sementara negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang
kurang menguntungkan.

Dari sudut pandang hukum internasional, pembentukan perjanjian antarnegara
tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969. Prinsip pacta sunt servanda
menjadi dasar utama yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajibannya dengan
itikad baik. Selain itu, asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya
mengikat apabila disepakati secara sukarela oleh para pihak. Meski demikian, dalam
praktiknya terdapat sejumlah persoalan yang kerap muncul. Salah satunya adalah
ketidakjelasan dalam perumusan klausul yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Dalam
perspektif teori legal drafting dan law and economics, kejelasan norma menjadi faktor penting
untuk menghindari biaya transaksi yang tinggi serta sengketa di kemudian hari.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas manfaat ekonomi dari kerja
sama internasional, terutama dalam konteks peningkatan perdagangan dan investasi.
Namun, kajian yang secara khusus menyoroti aspek hukum dalam proses pembentukan
perjanjian, terutama dari perspektif ketimpangan posisi tawar, masih relatif terbatas. Selain
itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum dengan pendekatan
teori hubungan internasional dan ekonomi politik global secara komprehensif. Padahal,
pemahaman terhadap dinamika tersebut penting untuk melihat bagaimana hukum
internasional tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen
kekuasaan.

Dalam pe rgau lan inte rnasional saat ini isu -isu tradisional, isu e konomi, hak asasi
manu sia, lingkungan, dan sosial bu daya yang se cara langsu ng hal-hal te rse but dapat
me nye babkan be ru bahnya pola-pola hu bu ngan inte rnasional dan wajah politik global.
Era digital memaksa kita membedah ulang konsep kedaulatan; perbatasan negara kini tidak
lagi tampak, namun hukum tetap harus menjadi pagar (Gunawan, 2021). Dalam hu bu ngan
inte rnasional yang me ru pakan su atu siste m hu bungan antar ne gara yang be rdau lat
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dalam pe rgau lan inte rnasional me njadikan ke giatan diplomasi se bagai suatu elemen
u tama bagi su atu ne gara dalam me ne ntu kan e ksiste nsi didalam pe rgau lan hu bu ngan
inte rnasional. Diplomasi me ru pakan prose s politik untu k me me lihara ke bijakan lu ar
negeri suatu pemerintah dalam me mpengaruhi ke bijakan dan sikap peme rintah
ne gara lain. Diplomasi ke kinian juga tidak hanya menyangkut ke giatan politik saja
te tapi ju ga menyangkut ke giatan mu lti-dime nsional yang diigunakan dalam situ asi
dan ingku ngan apa pun dalam hu bungan antar bangsa.” (Pramana, 2017). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam pembentukan perjanjian kerja sama
ekonomi internasional dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan kepentingan
antarnegara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan
hukum yang dihadapi, khususnya oleh negara berkembang, serta mengevaluasi sejauh
mana prinsip-prinsip hukum internasional mampu menjamin keadilan dan kepastian
hukum dalam praktiknya. Organisasi internasional bukan sekadar tempat berkumpul,
melainkan pabrik hukum yang memproduksi standar-standar ekonomi global setiap
harinya (Wahyuni, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis-normatif dengan me manfaatkan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data
tersebu t terdiri dari bahan hu ku m primer, salah satunya adalah Konve nsi Wina 1969
me nge nai Hu ku m Pe rjanjian. Analisis dilaku kan se cara ku alitatif u ntu k me nggali dan
me mahami norma-norma hu ku m yang be rlaku dalam praktik pe mbe ntu kan pe rjanjian
e konomi antarne gara.

Data yang digu nakan dalam pe nu lisan ini diku mpu lkan me lalu i stu di pu staka.
Pe nu lis me mbagi data me njadi du a ke lompok u tama. Pe rtama, bahan hu ku m prime r
yang diambil dari doku me n re smi se pe rti pe rjanjian antarne gara dan undang-u ndang.
Ke du a, bahan pe ndu ku ng yang be rasal dari bu ku, jurnal ilmiah, se rta laporan nyata,
se pe rtirise t te ntang ke rja sama Blu e E conomy (Haryanto, I, 2020) dan program Siste r City
Bandu ng-Se oul (Pramana, 2017).

Semua materi yang sudah terkumpul kemudian dipelajari satu per satu
me nggu nakan analisis ku alitatif. Pe nu lis me mbandingkan te ori de ngan ke nyataan di
lapangan untuk melihat apakah perjanjian internasional tersebut be nar-benar
me ngu ntu ngkan ke dau latan e konomi kita atau ju stru me mbe ratkan. De ngan cara ini,
hasil pe ne litian tidak hanya me nje laskan isi te ks hu ku m saja, te tapi ju ga me mbongkar
ke nyataan te ntang siapa yang le bih dominan atau me miliki posisi tawar le bih ku at saat
prose s tawar-me nawar e konomi antarne gara te rjadi.

Hasil dan Pembahasan
Be rdasar pada Konve nsi Wina 1969, dalam prose s pe mbe ntu kan pe rjanjian ke rja
sama e konomi internasional harus melalui tahapan formal yang ketat, mulai dari
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perundingan (ne gotiation), pengadopsian naskah (adoption of the text), hingga
pe nge sahan (ratification). Aspek hukum utama yang me landasi ke ku atan me ngingat
tersebut adalah pacta sunt servanda, yang dite gaskan dalam Pasal 26 Konve nsi Wina
1969 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak yang
terlibat di dalamnya dan haru s dilaksanakan ole h me re ka de ngan itikad baik. (United
Nations, 1969)

Menurut (Haryanto, I, 2020), ke rjasama inte rnasional dibe ntuk de ngan tujuan
untuk mewujudkan ke sejahteraan bersama. Kerjasama inte rnasional me ru pakan
suatu ke harusan se bagai akibat adanya hubungan inte rde pe nde nsi dan be rtambah
komple ksitas ke hidu pan manusia dalam masyarakat inte rnasional. (Syahmin, 2014)
Kekuatan mengikat suatu perjanjian (obligatory force) tidak hanya lahir dari tanda tangan
basah, tetapi dari kesadaran hukum negara untuk tunduk pada norma yang disepakati
bersama.

Se cara kritis, pe ne rapan prinsip ini dalam ke rja sama e konomi se ringkali me njadi
dile matis bagi ne gara be rke mbang. Ke tika se bu ah pe rjanjian e konomi (se perti FTA
atau BIT) telah diratifikasi, ne gara ke hilangan se bagian ru ang ke bijakan dome stiknya
(policy space ) kare na haru s me matu hi atu ran inte rnasional, me skipu n kondisi e konomi
nasional se dang me ngalami krisis. Perjanjian investasi harus menjadi instrumen dua arah,
melindungi modal asing sekaligus memastikan transfer teknologi bagi bangsa sendiri
(Nurhidayatuloh, 2019). Pembentukan perjanjian ekonomi internasional pada dasarnya
tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang diatur dalam Vienna Convention on the
Law of Treaties 1969. Konvensi ini menegaskan bahwa suatu perjanjian harus melalui
tahapan perundingan, adopsi naskah, hingga ratifikasi agar memiliki kekuatan mengikat.
Prinsip pacta sunt servanda menjadi fondasi utama yang menuntut negara untuk
melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Namun, jika dilihat lebih jauh,
keberlakuan prinsip tersebut tidak berdiri dalam ruang yang netral.

Kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh antar-negara tidak hanya
berfokus pada bidang perdagangan, diantaranya dalam bidang keuangan, bidang
produksi, bidang jasa, dan bidang perburuhan. Peranan negara Indonesia sendiri dalam
kerjasama ekonomi internasional ialah:

1. Sebagai pelopor dan pendiri
a. Bersama negara Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand pada 08
Agustus 1967 menandatangani Deklarasi Bangkok atas berdirinya ASEAN.
b. Bersama Brunei Darussalam, Malaysia, Philipina, Singapura atas berdirinya
AFTA.
c. Bersama Amerika Serikat, Australia, jepang, Selandia Baru, Brunei
Darussalam, Malaysia, Philipina, Kanada, Korea Selatan, Singapura, dan
Thailand memprakarsai berdirinya APEC pada tahun 1993.
2. Sebagai anggota aktif
a. Menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC, AFTA, ASEAN
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b. Mengikutsertakan menteri atau pejabat dalam berbagai konferensi baik
tingkat regional maupun internasional.
c. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan
perdagangan di Indonesia.
3. Sebagai penerima bantuan
e Saat terjadinya krisis moneter di tahun 1997, menerima bantuan dari IMF.
e Menerima bantuan teknis dari ADB (Asian Development Bank).
4. Sebagai pelaku
Dalam hal ekspor:
a. Ekspor migas ke Jepang
b. Ekspor tekstil ke Amerika Serikat
c. Ekspor garmen ke Singapura dan Kores Selatan
d. Ekspor hasil laut/perikanan ke Jepang dan Eropa
Dalam hal impor:
a. Elektronik dari Jepang
b. Sapi dari Australia
c. Mobil dan motor dari Jepang, Amerika Serikat, Eropa
d. Beras dari Vietnam dan Thailand
Dampak dengan adanya kerjasama internasional sendiri sangat berpengaruh bagi
antarnegara.
1) Dampak positif
e Perdagangan internasional dan dalam negeri semakin lancar
e Stabilnya harga, permintaan, dan penawaran
e Memperkuat posisi perdagangan suatu negara ditandai dengan
meningkatnya ekspor
e Meningkatnya daya saing
e Mengatasi persaingan yang tidak sehat
e Meningkatnya perekonomian dalam negeri
e Meningkatnya devisa
2) Dampak negatif
e Produk dalam negeri akan kalah bersaing baik segi harga maupun kualitas
e Dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri
e Terjadinya proteksi untuk melindungi dan mementingkan anggota sendiri

Diskusi
Implementasi Lokal dan Tantangan Administrasi (Perspektif Kerja Sama Sektoral)
Dalam praktiknya, proses pembentukan suatu perjanjian inte rnasional tidak
hanya be rakhir pada ke se pakatan yang dicapai ole h pe me rintah pusat. Ke be rhasilan
pe laksanaan pe rjanjian tersebut ju ga sangat dipe ngaru hi ole h ke siapan pe me rintah
daerah dalam me ngimple me ntasikan isi ke se pakatan yang telah dibu at. Pe ne litian
(Haryanto, I, 2020) tentang penerapan konsep Blue Economy di Jawa Timur
me nu nju kkan bahwa koordinasi antara pe merintah daerah dan mitra luar negeri
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me me gang pe ranan pe nting dalam me ne ntu kan e fe ktivitas ke rja sama inte rnasional.
Digitalisasi memaksa hukum perjanjian untuk bergerak secepat kilat, naskah hukum
tradisional harus siap bertransformasi menjadi kontrak digital yang sah (Sukarmi, 2008).

Meskipun secara hukum internasional suatu perjanjian telah dinyatakan
be rlaku, pe laksanaannya di tingkat dae rah se ring kali me nghadapi be rbagai hambatan
administratif. Ke ndala te rse bu t dapat mu ncu l kare na be lu m adanya ke se su aian antara
ke bijakan daerah dengan ke tentuan yang te rcantu m dalam pe rjanjian inte rnasional,
mau pun karena keterbatasan dalam sistem birokrasi daerah. (Rajagukguk, 2007)
Perjanjian internasional harus menjadi jembatan kemakmuran, bukan terowongan gelap
yang hanya menguntungkan korporasi multinasional tanpa menyisakan tetesan
kesejahteraan bagi warga lokal. Dalam arena perdagangan global, hukum adalah perisai.
Tanpa perisai yang kokoh, kekayaan sumber daya alam kita hanya akan menjadi bancakan
bangsa lain yang lebih lihai bernegosiasi (Sood, 2012). Kekuatan sebuah argumen hukum
internasional terletak pada kedalaman norma yang diusungnya, bukan pada seberapa tebal
naskah perjanjiannya (Ibrahim, 2006).

Ole h se bab itu, dipe rlu kan adanya pe nye su aian antara re gu lasi dae rah de ngan
rancangan kerja sama inte rnasional yang dise pakati. Ke selarasan tersebut menjadi
penting agar program yang dire ncanakan, se perti pe nge mbangan se ktor kelau tan di
wilayah Madu ra, me miliki dasar hu ku m yang ku at se hingga dapat dilaksanakan se cara
e fektif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang. Kepiawaian
merancang draf perjanjian bilateral adalah separuh kemenangan dalam mengamankan aset
strategis negara (Simatupang, 2018).

Diplomasi Ekonomi Mikro dan Perlindungan UMKM (Studi Kasus Bandung-Seoul)

Penelitian (Pramana, 2017) mengenai program Little Bandung di Seoul
me mpe rlihatkan bahwa ke rja sama e konomi inte rnasional tidak lagi hanya be rfoku's
pada perdagangan dalam skala be sar. Dalam pe rke mbangannya, ke rja sama tersebut
juga mulai me libatkan pelaku usaha mikro, ke cil, dan menengah (UMKM). Hal ini
me nunju kkan bahwa diplomasi e konomi antarne gara mulai me mbe rikan pe rhatian
yang le bih be sar tethadap pe ran pelaku usaha lokal dalam ke giatan e konomi global.
(Lauterpacht, 2012) Pengakuan internasional bukan sekadar stempel diplomatik, melainkan
tiket masuk ke dalam sistem hukum yang penuh dengan hak dan kewajiban yang mengikat.

Dalam pe mbe ntu kan ke rja sama te rse bu t, aspe k hu ku m me njadi salah satu hal
penting yang perlu diperhatikan. Tidak hanya berkaitan dengan hubungan
antarne gara, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak kekayaan
inte le ktu al se rta ke pastian akse s pasar bagi produ k yang dihasilkan ole h pe laku u saha
lokal. Perlindungan ini diperlukan agar produk UMKM tetap memiliki jaminan
hu ku m ke tika dipasarkan di lu ar ne ge ri.

Ke rja sama Siste r City antara Kota Bandu ng dan Se ou I me njadi salah satu contoh
bagaimana perjanjian internasional dapat dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi
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e konomi. Me lalui ke rja sama ini, pe me rintah dae rah dapat me mpe rke nalkan produ k
lokal ke pasar inte rnasional. Agar ke rja sama te rse bu t be rjalan de ngan baik, ke te ntu an
dalam perjanjian perlu disusun dengan me mpe rtimbangkan kondisi pasar global
se kaligu s me mbe rikan pe rlindu ngan te rhadap produ k dalam ne ge ri.

Analisis Kritis: Posisi Tawar dan Dominasi Aturan Global

Apabila dilihat dari su du t pandang hu ku m inte rnasional pu blik yang le bih lu as,
ke be radaan le mbaga se perti World Trade Organization (WTO) me nunjukkan bahwa
banyak atu ran dalam hu ku m inte rnasional yang be rsifat khusu s atau dike nal de ngan
istilah lex specialis. Aturan tersebut memiliki ke tentuan yang lebih spesifik serta
me ngikat ne gara-ne gara yang me njadi bagian dari siste m pe rdagangan inte rnasional
(Hatta, 2010).

Kondisi ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh negara
be rke mbang dalam se tiap proses pe ru ndingan inte rnasional. Dalam situ asi te rsebu t,
ke mampu an suatu ne gara untuk me mpe rtahankan posisi tawarnya me njadi sangat
me ne ntu kan. Hal ini dipe rlu kan agar ne gara tidak hanya be rada pada posisi me ngiku ti
aturan global yang telah ditetapkan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk
me mpe rju angkan ke pe ntingan nasionalnya. (Shofiana, 2018) Tanpa asas timbal balik
yang jujur, perjanjian kerja sama hanyalah kedok bagi eksploitasi ekonomi yang legal.

Hukum perjanjian adalah fondasi bangunan masyarakat internasional; tanpanya,

anarki akan merajalela di pasar global (Oppenheim, 2008). Selain itu, terdapat
ke khawatiran bahwa pe ngu atan aspe k hu ku m dalam pe rjanjian e konomi inte rnasional
dapat me mbe rikan ke u ntu ngan yang le bih be sar bagi ne gara maju . Hal ini dise babkan
karena ne gara maju umumnya me miliki kapasitas hukum, pengalaman ne gosiasi,
se rta su mbe r daya yang le bih ku at dibandingkan de ngan ne gara be rke mbang.
Oleh karena itu, proses pembentukan perjanjian kerja sama e konomi antarne gara
se haru snya didasarkan pada prinsip ke adilan dan ke seimbangan. De ngan de mikian,
aturan hu kum yang dise pakati tidak hanya be rfu ngsi se bagai pe me nu han formalitas
administratif, tetapi juga mampu melindungi ke pentingan e konomi nasional serta
me mbe rikan manfaat yang nyata bagi ke sejahteraan masyarakat. (Brownlie, 2008)
Kedaulatan bukan berarti isolasi, melainkan kapasitas hukum untuk mengikatkan diri pada
janji internasional tanpa kehilangan identitas konstitusional.

Menurut (Holsti, 1988) menekankan bahwasannya kerjasama internasional tidak
terlepas dari benturan kepentingan. Hal ini selaras dengan penemuan bahwa kerjasama
internasional merupakan proses yang sangat kompleks dengan melibatkan banyak aktor
dan dipengaruhi oleh kepentingan nasional oleh masing-masing negara yang sering
mengalami tumpang tindih. Iktikad baik bukan cuma basa-basi diplomatik, tapi ruh yang
menjaga agar janji ekonomi tidak berubah menjadi belenggu eksploitasi (Arisaputra, 2015).

Kesimpulan
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Pe mbe ntu kan perjanjian kerja sama e konomi inte rnasional antarne gara tidak
dapat dipandang hanya se bagai prose s administratif atau pu n formalitas hu ku m se mata.
Pe rjanjian tersebut pada dasarnya merupakan hasil dari proses perundingan yang
me libatkan be rbagai ke pentingan nasional dalam ke rangka hubungan inte rnasional.
Be rdasarkan hasil analisis yang dilaku kan, dapat dipahami bahwa dasar le galitas dalam
pe rjanjian e konomi inte rnasional be rlandaskan pada prinsip pacta sunt servanda serta
asas itikad baik (good faith) se bagaimana te rcantu m dalam Konve nsi Wina Tahun 1969.
Perjanjian ekonomi internasional di masa depan tidak boleh lagi buta terhadap kelestarian
lingkungan, investasi yang masuk haruslah investasi yang 'berhati nurani' (Asshiddiqie,
2009).

Me skipun de mikian, dalam praktiknya masih te rlihat adanya ke timpangan posisi
tawar antara ne gara maju dan ne gara be rke mbang. Ke adaan ini se ring me nye babkan
ne gara be rke mbang me miliki ru ang yang le bih te rbatas dalam me ne ntu kan ke bijakan
dome stik setelah perjanjian tersebut diratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa
keberlakuan suatu perjanjian internasional tidak hanya berkaitan dengan aturan
hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan kekuatan serta ke pentingan
antarne gara yang te rlibat.

Selain itu, keberhasilan suatu perjanjian kerja sama ekonomi tidak hanya
bergantung pada terpenuhinya prosedur formal, seperti proses penandatanganan
mau pun pe nge sahan pe rjanjian. Hal yang tidak kalah pe nting adalah ke te patan dalam
me ru mu skan se tiap klau sul yang dimasu kkan ke dalam pe rjanjian te rse bu t. Hukum
yang dibuat manusia, termasuk perjanjian internasional, kehilangan moralitasnya jika ia
justru menciptakan ketidakadilan bagi rakyat banyak (Finnis, 2011). Pe nyu sunan klau sul
perlu memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional,
terutama bagi sektor ekonomi lokal, sehingga kerja sama yang dibangun dapat
be rlangsu ng se cara le bih adil dan inklu sif. Hukum perjanjian kita harus dinamis, ia harus
mampu memayungi inovasi ekonomi tanpa mengabaikan rambu-rambu konstitusi
(Agusman, 2010).

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dalam bidang diplomasi serta
pe mahaman te rhadap hu ku m inte rnasional me njadi hal yang sangat dipe rlu kan dalam
se tiap tahapan pe nyu su nan pe rjanjian. Jangan biarkan mekanisme penyelesaian sengketa
menjadi lubang hitam' yang menelan aset negara akibat ketidaksiapan pembelaan hukum
di forum internasional (Amelia, 2019). Dengan adanya kompe tensi tersebut, se tiap
komitme n inte rnasional yang dise pakati diharapkan tidak hanya me mbe rikan ke pastian
hu ku m, te tapi ju ga mampu me nghadirkan manfaat e konomi yang le bih se imbang bagi
ne gara-ne gara yang te rlibat.

(Danuwidjaja, 2015) Sering kali politik hukum kita terlalu 'dermawan’ membuka
pintu bagi kepentingan asing, padahal hukum seharusnya menjadi benteng pertahanan
ekonomi nasional. Efektivitas suatu perjanjian bukan hanya terletak pada pemenuhan
aspek yang formalitas seperti penandatanganan dan pengesahan, tetapi juga termasuk
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kecermatan dalam menyusun klausul yang melindungi kepentingan ekonomi lokal agar
kerjasama bersifat inklusif. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan kompetensi
diplomatik dan hukum dalam setiap tahapan pembentukan perjanjian guna memastikan
bahwa setiap komitmen dalam hubungan kerjasama ekonomi internasional yang diambil
mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi yang berkeadilan.
Adapun saran yang diberikan penulis:
1. Bagi pemerintah
Perlunya dilakukan sinkronisasi dengan lebih mendalam antara draft
perjanjian internasional dengna regulasi nasional sebelum tahap ratifikasi guna
menghindari potensi sengketa dikemudian hari.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme
penyelesaian terkait sengketa investasi yang sering menjadi bagian paling beresiko
dalam perjanjian ekonomi internasional.
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